PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR n AW 20U
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN SURAT IZIN BELAJAR, SURAT KETERANGAN
BELAJAR, SURAT KETERANGAN MEMILIKI IJAZAH, SURAT IZIN PENGGUNAAN
GELAR AKADEMIK, TUGAS BELAJAR, UJIAN KENAIKAN PANGKAT
PENYESUAIAN IJAZAH, KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN
KENAIKAN PANGKAT KE PEMBINA GOLONGAN RUANG 1V/a
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan prestasi kerja dan pengabdian
Pegawai Negeri Sipil dalam mewujudkan keadilan serta
pemberian penghargaan sebagai upaya pembinaan yang
didasarkan atas sistem prestasi kerja dan sistem karir yang
dititikberatkan pada prestasi kerja, maka perlu memberikan
kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Kota Scmarang;

b. bahwa Peraturan Walikota Semarang Nomor 26 Tahun 2009
tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Keterangan

Penggunaan Gelar, Ketrangan Belajar, Izin Penggunaan Gelar

Akademik, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah,
Kenaikan Pangkat Penyesuaian [jazah dan Kenaikan Pangkat
ke Pembina Golongan Ruang IV/a bagi Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 36
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota
Semarang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pedoman
Pemberian Izin Belajar, Keterangan Penggunaan Gelar,

Keterangan Belajar, lzin Penggunaan Gelar Akademilk, Ujian




Mengingat

Yd

Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah, Kenaikan Panglat
Penyesuaian hazah dan Kenaikan Pangkal ke Pembina
Golongan Ruang 1V/a bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kota Semarang tidak sesuai lagi
dengan bidang tugas, formasi dan/atau kualifikasi
pendidikan  yang  dibutuhkan oleh  Pemerintah  Kota
Semarang ;

bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu
membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Pedoman
Pemberian lzin Belajar, Keterangan Belajar, Surat
Keterangan Memiliki ljazah, Izin Penggunaan Gelar
Akademik, Tugas Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat
Penyesuaian [jazah, Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah
dan Kenaikan Pangkat Ke Pembina Golongan Ruang IV/a
Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota
Semarang;

Undang-Undang Nomor 16 ‘Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan
Daerah Istimewa Jogjakarta;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, teralchir
dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Ncgara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang — Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5601);



6.

10.

Petaturan Pcmcrintah Nomor 16 tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Dacrah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25,
Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3079);

Peraturan Pemerintali Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten
Dacrah Tingkat Il Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepars dan
Kendal serta Pcnataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat IT Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 89);

. Peraturan TPemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang

Formasi Pegawai Negeti Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003
tentang Perubahan alas Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000
tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat Pcgawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Perubahan atas Peraluran Pemcrintah Nomor 100 Tahun
2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam
Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4194);




11. Peraturan Pemcrintah Nomor 9 Tahun 2003 teniang

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wewenang Pengangkatan, Peminduhan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 3952) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
tentang  Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5258);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat DPRD Kota Semarang (Lembaran Dacrah Kota
Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Semarang Nomor 21);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota
Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008
Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang
Nomor 22);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 23 );
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan
Kelurahan Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang
Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 24);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran

Daerah Kota Semarang Nomor 47);




Menetapkan

18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2012

19,

20.

21.

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan
Polisi Pamong Praja Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 76);

Keputusan Kepala Dadan Kepepawaian Negara Nomor 12
Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang
Peruhahan atas Peraturan Pemerinigh Nomor 99 Tahuin 2000
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil,

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13
Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Srtuktural sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2002 tentang Pcrubahan atas Peraturan Pcmerintah Nomor
100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
Dalam Jabatan Srtuktural ;

Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2008 tentang
Penjabaran Tugas Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota
Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2008
Nomor 47).

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SURAT
IZIN BELAJAR, SURAT KETERANGAN BELAJAR, SURAT
KETERANGAN MEMILIKI IJAZAH, SURAT IZIN PENGGUNAAN
GELAR AKADEMIK, TUGAS BELAJAR, UJIAN KENAIKAN PANGKAT
PENYESUAIAN IJAZAH, KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
DAN KENAIKAN PANGKAT KE PEMBINA GOLONGAN RUANG IV/a
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SEMARANG.




BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Scmarang ini yang dimaksud:

1.
2.

10,

11.

12,

13.

14.

Dacrah aduluh Kola Semarang.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Walikota adalah Walikota Sematang.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeti
Sipil Dacrah Kota Semarang.

Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon
Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Semarang,

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

Jabatan Fungsional Tertentu kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan Hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam
suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnva didasarkan pada
keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersitfat mandiri dan untuk
kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

Jabatan Fungsional Umum adalah jabatan fungsional yang untuk
pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan
dengan angka kredit.

Pangkat adalah kedudukan yang menunjukan tingkat seseorang Pegawai
Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan
kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.

ljazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar dan/atau Tanda Lulus yang
dikeluarkan dengan sah oleh sekolah atau perguruan tinggi.

Penilaian Prestasi Kecrja PNS adalah suatu proses penilaian secara
sistematis yang dilakukan olch pc¢jabat penilai terhadap sasaran ketja
pegawai dan perilaku kerja.

Surat Izin Belajar adalah izin tertulis yang diberikan oleh Walikota kepada
Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti
pendidikan ke jenjang vang lebih tinggi.

Surat Keterangan Belajar adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh
Walikota kepada Pegawai Negeri Sipil yang pada saat diangkat menjadi
Pegawai Negeri Sipil sedang mengikuti pendidikandalam ruang lingkup

lugas kedinasan.




15. Surat Keterangan Memiliki ljazah adalah keterangan tertulis yang diberikan
oleh Walikota bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh ijazah lebih tinggi
sebelum diangkat sebagai CPNS.

16. Surat Izin Penggunaan Gelar Akademik adalah Izin tertulis yang diberikan
oleh Walikota bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperolch ijazah lehih tinggi
dan memenuhi pangkat paling rendah sesuai yang dipersyaratkan.

17. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Walikota kepada
Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kebutuhan organisasi untuk mengikuti
pendidikan, baik di dalam maupun diluar negeri dengan biaya dari
APBN/APEBD/Negara Lain/Lembaga Dalam Negeri/Luar Negeri yang
berbadan hukum.

18. Kenaikan Pangkat Penyesuaian [jazah adalah penghargaan yang diberikan
kepada Pegawai Negeri Sipil setelah yang bersangkutan memperoleh ijazah
yang lebih tinggi dan memenuhi ketentuan yang herlaku.

19, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah vang selanjutnya disingkat
UKPPl adalah Ujian yang harus diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil untuk
memenuhi salah satu persyaratan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

BARB 1I
IZIN BELAJAR

Pasal 2
PNS yang akan menempuh pendidikan formal ke jenjang lebih tinggi diluar
jam kedinasan dengan biaya sendiri diberikan Surat Izin Belajar oleh Walikota.

Pasal 3
Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mcliputi:
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau setara;
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau seluara,
Program Diploma TIT (D.TIT) atau sctara;
program Strata | (15.1)/Diploma TV (1).TV) atau getara;
Program Strata II (5.2) atau setara; dan
Program Strata III (5.3) atau setara.

s oA n gop

Pasal 4
Surat Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan apabila
memenuhi ketentuan ;
a. status PNS dengan masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat
PNS;
b. setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja PNS dalam 1 (satu) tahun terakhir

paling rendah bernilai baik;




tidak sedang menjalani hukuman disiplin;

d. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;

mendapatkan Persetujuan dari BKD bahwa pendidikan yang akan ditempuh
sesual Kebutuhan Jenis Jabatan yang mendukung pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
lembaga pendidikan paling rendah terakreditasi B;

Jarak lokasi pendidikan paling jauh 60 km dari tempat bekerja.

. mengikuti pendidikan yang dilaksanakan di luar jam ketja dan tidak

mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;

bukan merupakan kelas jauh kecuali Universitas Terbuka;

bukan perkuliahan yang hanya dilaksanakan 1 (satu) atau 2 (dua) hari
secara terus menerus dalam 1 (satu ) minggu;

tidak akan menuniut kenaikan pangkat penvesuaian ijazah; dan

biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan.

Pasal 5

Disamping ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Surat Izin Belajar

diberikan kepada PNS dengan pangkat/golongan ruang diatur sebagai berikut:

a.

jenjang Pendidikan SMP atau setara, paling rendah pangkat Juru Muda

golongan ruang l/a;

. jenjang Pendidikan SMA atau setara, paling rendah pangkat Juru golongan

ruang l/c;

jenjang Pendidikan Diploma 1l (D-1ll), Diploma TV (D-TV} dan Strata Satu
(8-1) paling rendah pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a;
Magister (S2) atau yang setara, paling rendah pangkat Penata Muda
golongan ruang Ill/a; dan

Doktor (53), paling rendah pangkat Penata Muda golongan ruang Il /b.

Pasal 6

Untuk memperoleh Surat Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
PNS diusulkan oleh pimpinan SKPD kepada Walikota meclalui Kepala BKD
paling lama 1 (satu) semester sejak menempuh pendidikan, dilampiri

persyaratan:

permohonan izin belajar kepada Walikota melalui Kepala SKPD;

fotokopi Keputusan Pengangkatan CPNS, Kenaikan Pangkat Terakhir dan
Penempatan Terakhir dilegalisir;

. fotokopi Penilaian Prestasi Kerja PNS dalam 1 (satu) tahun terakhir paling
rendah bernilai baik dilegalisir;

a,

b.




d. surat rekomendasi dari pimpinan SKPD perihal:
1. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
2. pendidikan ditempuh diluar jurn kerja dan tidak menggangsu kelancaran
pelaksanaan tugas kedinasan; dan
3. pendidikan yang ditempuh mendukung pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi SKFD.

e. surat persetujuan dari BKD bahwa Pendidikan yang ditempuh sesuai
dengan Kebutuhan Jenis Jabatan yang mendukung pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;

f. uraian tugas sesuai dengan pendidikan yang ditempuh ditanda tangani
eselon 1I;

g. surat pernyataan dari PNS yang hersangkutan perihal:

1. bersedia menanggung seluruh biaya pendidikan;
2. mengikuti pendidikan di luar jam kerja; dan
3. tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;

h. surat keterangan diterima scbagai siswa/mahasiswa dari lembaga
pendidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

i. jadwal kuliah/jadwal pelajaran dari lembaga pendidikan yang dikeluarkan
aleh pejabat yang berwenang;

J- surat keterangan akreditasi lembaga pendidikan yang dikeluarkan oleh
pejabat yang berwenang; dan

k. fotokopi ljazah/STTB pendidikan terakhir dilegalisir.

BAB III
KETERANGAN BELAJAR

Pasal 7
PNS yang pada saat diangkat sebagai CPNS scdang menempuh pendidikan
formal lebih tinggi diberikan Surat Kelerungan Belajar oleh Walikota.

Pasal 8
Pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 meliputi:
a. pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau setara,
b. pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Program Diploma I
atau setara;

program Diploma III (D.III) atau setara;

o o

program Strata I (S.1)/Diploma IV(D.1V) atau setara;
program Strata Il (S.2) atau setara; dan

o

program Strata IIl (5.3) atau setara;




Pasal 9

Surat Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diberikan

apabila memenuhi ketentuan:

a.

status PNS dengan masa kerju paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat
PNS;

setiap unsur Peniluian Prestasi Kerja PNS dalam 1 (satu) tahun terakhir
paling rendah bernilai baik;

tidak sedang menjalani hukuman disiplin;

tidak sedang mcnjalani pemberhentian sementara achagai PNS;

e. mendapatkan Persetujuan dari BKD bahwa pendidikan yang ditempuh

sesuai Kebutuhan Jenis Jabatan yang mendukung pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
lembaga pendidikan paling rendah terakreditasi B;

Jarak lokasi pendidikan paling jauh 60 ki dari tempat bekerja,

mengikuti pendidikan yang dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak
mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;

bukan merupakan kelas jauh kecuali Universitas Terbuka;

bukan perkuliahan yang hanya dilaksanakan 1 (satu) atau 2 (dua) hari
secara terus menerus dalam 1 (satu | minggu;

tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah; dan

biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan.

Pasal 10

Untuk memperoleh Surat Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7, PNS diusulkan oleh pimpinan SKPD kepada Walikota melalui

Kepala BKD, dilampiri persyaratan:

a.

b,

permohonan Surat Keterangan Belajar kepada Walikota melalui Kepala
SKPD;

fotokopi Keputusan Pengangkatan CPNS, Kenaikan Pangkat Terakhir dan
Penempatan Terakhir dilegalisir;

fotokopi Penilaian Prestasi Kerja PNS dalam 1 (satu) tahun terakhir paling
rendah bernilai baik dilegalisir;

surat rekomendasi dari pimpinan SKPD perihal:

1. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;

2. pendidikan ditempuh diluar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran

pelaksanaan tugas kedinasan;

3. pendidikan yang ditempuh mendukung pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi SKPD,




surat persetujuan dari BKD bahwa Pendidikan yvang ditempuh sesuai
dengan Kebutuhan Jenis Jabatan yang mendukung pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
uraian tugas sesuai dengan pendidikan yang ditempuh ditanda tangani
cselon II;

surat pernyataan dari PNS yang bersangkutan perihal:

1. bersedia menanggung seluruh biaya pendidikan;

2, mengikuti pendidikan di luar jam kerja; dan

3. tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;

surat keterangan dari lembaga pendidikan bahwa PNS yang bersangkutan
tercatat menempuh proses pembelajaran/perkuliahan yang dikeluarkan
oleh pejabat yang berwenang;

jadwal kuliah/jadwal pelajaran dar lembaga pendidikan yang dikeluarkan
oleh pejabat yang berwenang;

surat keterangan akreditasi lembaga pendidikan yang dikeluarkan oleh
pejabat yang berwenang; dan

fotokopi [jazah /STTR pendidikan terakhir dilegalisir,

BAB IV
KETERANGAN MEMILIKI IJAZAH

Pasal 11

PNS sebelum diangkat CPNS telah lulus dan memperoleh ijazah/STTB Ichih
tinggi dibenkan Surat Keterangan Memiliki J[jazah/STTB oleh Walikota.

Pasal 12

Ijazah /8TTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

m ™8 oA o

pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTF) atau setata,
pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Program Diploma I atau
setara;

Program Diploma II atau setara;

Program Diploma [II (D-111) atau setara;

Program Strata I (S.1) atau setara;
Program Strata II (8.2) atau setara;
Program Strata 1l (5.3) atau setara;




Pasal 13

Surat Keterangan Memiliki ljazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

diberikan apabila memenuhi ketentuan:

a.

status PNS dengan masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat
PNS;

setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja PNS dalam 1 (satu) tahun terakhir
paling rendah bemnilai baik;

tidak sedang menjalani hukuman disiplin;

tidak sedung menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
mendapatkan Persetujuan dari BKD bahwa Ijazah yang telah diperoleh
sesuai Kcbutuhan Jenis Jabatan yang mendukung pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kula Semarang;
lembaga pendidikan paling rendah terakreditasi B; dan

tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;

Pasal 14

Untuk memperoleh Surat Kcterangan Memiliki [jazah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11, PNS diusulkan oleh pimpinan SKPD kepada Walikota melalui
Kepala BKD, dilampir persyaratan:

a.

permohonan Surat Keterangan Belajar kepada Walikota melalui Kepala

SKPD;

fotokopi Keputusan Pengangkatan CPNS, Kenaikan Pangkat Terakhir dan

Penempatan Teralkhir dilegalisir,

fotokopi Penilaian Prestasi Kerja PNS dalam 1 (satu) tahun terakhir paling

rendah bernilai baik dilegalisir;

surat rekomendasi duri pimpinan SKPD perihal:

1. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;

2. pendidikan ditempuh diluar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran
pelaksanaan tugas kedinasan;

3. pendidikan vang ditempuh mendukung pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi SKPD.

surat persetujuan dari BKD bahwa Tjazah yang diperoleh sesuai dengan

Kebutuhan Jenis Jabatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;

uraian tugas sesuai dengan pendidikan yang ditempuh ditanda tangani

eselon IT;

surat pernyataan dari PNS yang bersangkutan bahwa tidak akan menuntut

kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;

surat keterangan akreditasi lembaga pendidikan yang dikeluarkan olch

pejabat yang berwenang; dan
fotokopi Ijazah /STTB pendidikan terakhir dilegalisir.




BAB V
IZIN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK

Pasal 15

PNS yang memperoleh ijazah/STTB setingkat lebih tinggi dan memenuhi
pangkal yang dipersyaratkan diberikan Surat [zin Penggunaan Gelar Akademik
oleh Walikota.

Pasal 16

Surat Izin Penggunaan Gelar Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15,

dapat diberikan apabila memenuhi ketentuan:

a.

d.

h.

status PNS dengan masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat
PNS;

setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja PNS dalam 1 (satu) tahun terakhir
paling rendah bernilai baik;

tidak sedang menjalani hukuman disiplin;

lidak sedang menjalani permberhentian sementara sebagai PNS;
mendapatkan Persetujuan dari BKD bahwa ljazah yang telah diperoleh
sesuai Kebutuhan Jenis Jabatan yang mendukung pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
memiliki Surat Izin Belajar;

diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan
pengetahuan /keahlian sesuai dengan pendidikan yvang ditempuh untuk
mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada SKPD; dan

telahh menyelesaikan pendidikan sesuai dengan kelentuan norma akademik,

Pasal 17

Surat lzin Penggunaan Gelar Akademik scbagaimana dimaksud dalam Pasal 15,

diberikan kepada PNS dengan pangkat/golongan ruang sebagai berikut:

a.

diploma II, telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur
Muda Tingkat I golongan ruang II/b;

diploma TII, telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur
golongan ruang IT/c;

sarjana (S1) atau Diploma 1V, telah menduduki pangkat serendah-
rendahnya Penata Muda golongan ruang Il/a;

magister atau yang setara, telah menduduki pangkat serendah-
rendahnya Penata Muda Tingkat T golongan ruang Jll/b; dan

doktor (S3), bila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Penata

golongan ruang lll/c.




Pasal 18

Untuk memperoleh Surat Izin Penggunaan Gelar Akademik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15, PNS diusulkan oleh pimpinan SKPD kepada

Walikota melalui Kepala BKD, dilampin persyaratan:

a. permohonan Surat Izin Penggunaan Gela Akademik kepada Walikota melalui
Kepala SKPD

a. fotokopi Surat Izin Belajar/Surat Keterangan Belajar/Surat Keterangan
Memiliki Ijazah dilegalisir.

b. fotokopi ljazah terakhir dan transkrip nilai dilegalisir;

c. fotokopi Keputusan Pengangkatan CPNS, Kenaikan Pangkat Terakhir dan
Penempatan ‘l'erakhir dilcgalisir; dan

d. surat tanda terima penyerahan Tugas Akhir bagi D-1ll dan D-1V, skripsi bagi
S-1, tesis bagi S-2 dan desertasi bagi 5-3 dari Kantor Perpustakaan dan
Arsip.

BAB Vvl
TUGAS BELAJAR

Pasal 19
PNS yang akan menempuh pendidikan formal ke jenjang lehih tinggi baik
didaleun maupun diluar negeri dengan biaya dari APBN/APBD atau Negara
Lain/Lembaga Dalam Negeri/Luar Negeri yang berbadan hukum dan
tidak mengikat diberikan Surat Keputusan Tugas Belajar oleh Walikota.

Pasal 20

Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diberikan apabila

mecmenuhi ketentuan;

a. status PNS dengan masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat
PNS;

b. mendapatkan Persetujuan dari BKD bahwa pendidikan yang akan ditempuh
sesuai Kebutuhan Jenis Jabatan yang mendukung pelaksanaan (ugas
pokok dan fungsi pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kola Semnarang;

c. mendapat rekomendasi dari kepala SKPD,;

d. tidak melampaui batas usia yang diperbolchkan, yaitu :

1) program stratal (S-I) atau setara berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima)
tahun;

2) program strata IT (5-2) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh
fujuh) tahun; dan

3) program strata Il (S-3)atau setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh)
tahun.




setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja PNS dalam 1 (satu) tahun terakhir
sekurang kurangnya bernilai baik;
tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sehagai PNS;

. dalam pelaksanaan ‘Migas Belajar scbagaimana dimaksud dalam Pasial 141

dibebaskan dari tugas kedinasan sehari-hari,

lembaga pendidikan paling rendah terakreditasi B;

PNS yang mendudukd jabatan struktural dibebaskan dan jabatannya; dan

PNS yvang menduduki jabatan [ungsional tertentu dibebaskan sementara

dar jabatannya;

Pasal 21

Untuk memperoleh Surat Keputtusan Tugas Belajar schagaimana dimaksud
dalam Pasal 19, PNS diusulkan oleh pimpinan SKP'D kepada Walikota melalui

Kepala BKD, dilampiri persyaratan:

a.
b.

d.

permohonan Tugas Belajar kepada Walikota melalui Kepala SKPD;

fotokopi Keputusan Pengangkatan CPNS, Kenaikan Pangkat Terakhir dan

Penempatan Terakhir dilegalisir;

fotokopi Penilaian Prestasi Kerja PNS dalam 1 (satu) tahun terakhir paling

rendah bernilai baik dilegalisir;

sural persetujuan dari BKD bahwa Pendidikan yang akan ditempuh sesuai

dengan Kebutuhan Jenis Jabatan yang mendukung pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;

Surat Rekomendasi dari Pimpinan SKPD perhal;

1, tidak sedang menjalani hukuman disiplin; dan

2. pendidikan yang ditempuh mendukung pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi SKFPD.

uraian tugas sesuai dengan pendidikan yang ditempuh ditanda tangani

eselon II;

surat Pernyataan Pembiayaan Program Tugas Belajar yang akan ditempuh

dari sponsorship,;

surat pengumuman lulus seleksi dan diterima schagai peserta Tugas Belajar

dari lembaga pendidikan;

jadwal kuliah/pelajaran dati lemnbaga pendidikan yang ditandatangani oleh

pejabat yang berwenang;

surat keterangan akrcditasi lembaga pendidikan yang dikeluarkan uvleh

pejabat yang berwenang;




k. fotokopi ljazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Transkip pendidikan
terakhir dilegalisir; dan

1. fotokopi SK Jabatan Fungsional Umum bagi PNS yang menduduki Jabatan
Fungsional Umum/foto copy SK.Jabatan Fungsional Tertentu bagi PNS yang
menduduki Jabatan Fungsional Tertentu/foto copy SK Pengangkatan dalam
Jabatan Struktural bagi PNS yang menduduki Jabatan Struktural
dilegalisir;

Pasal 22

Peserta Tugas Belajar wajib patuh pada ketentuan sebagai berikut:

a. mcnjaga nama baik instansi;

b. menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;

¢. melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajar képada BKD pada
setiap semester; dan

d. jangka waktu yang ditetapkan untuk pelaksanaan Tugas Belajar adalah
sebagai berikut ;
1. Program Strata Satu (S-1) / Diploma IV (D-IV) atau setara paling lama 4

(empat) tahun;

2. Program Strata Dua (3-2) atau setara paling lama 2 (dua) tahun; dan
3. Program Strata Tiga (S-3) atau setara paling lama 4 (empat) tahun.

BAD VII
UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 23

PNS yang menduduki dJabatan Fungsional Umum dan/atau Jabatan

Fungsional Tertentu yang akan naik pangkat melalui penyesuaian ijazah harus

mengikuti dan lulus UKPPL

Pasal 24

KPPl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi ;

a. UKPPI Tingkat |, bagi PNS yang memperoleh ijjazah /S'T'I'B Sckolah Lanjutan
Tingkat Pertama atau setara yang pangkat/golongan ruangnya akan
disesuaikan menjadi Juru (I/c);

b. UKPPI Tingkat II, bagi PNS yang memperoleh yazah/STTB :

1) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma | atau setara vang pangkat
golongan ruangnya akan disesuaikan menjadi Pengatur Muda (I1/a).

2) Diploma II atau setara yang pangkat golongan ruangnya akan
disesuaikan menjadi pangkat Pengatur Muda Tingkat 1 (1i/bj.

3) Diploma T1IT atau setara yang pangkat golongan ruangnya akan
disesuaikan mecnjadi pangkat Pengatur (11/c).




d.

UKPPI Tingkat 11, bagi PNS yang memperoleh ijazah/STTB S-1, Diploma IV

atau setara yang pangkat golongan ruangnya akan disesuaikan menjadi

Penata Muda (I11/a);

UKPPT Tihgkat 1V, bagi PNS yang mcmperoleh ijazah/STTB :

1) S-2 atau setara yang pangkat golongan ruangnya akan disesuaikan
menjadi Penata Muda Tingkat | (11I/b);

2) 5-3 atau setara yang pangkat golongan ruangnya akan disesuaikan

menjadi Penata (L1 /c).

Pasal 25

UKI'PI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dapat diikuti oleh PNS dengan

pangkat golongan ruang :

a.

paling rendah Juru Muda (I/a), yang pangkal/golongan ruangnya akan
disesuaikan menjadi Juru (I/¢);
paling rendah Juru (l/c), yang pangkat/golongan ruangnya akan

discsuaikan menjadi Pengatur Muda (I1/a);

. paling rendah Pengatur Muda (II/a), yang pangkat/golongan ruangnya akan

disesuaikan menjadi Pengatur Muda 'lingkat | (L1/b);

paling rcndah Pengatur Muda (ll/a) dengan masa kerja paling sedikit
4 (empat) tahun, yang pangkat/golongan ruangnya akan disesuaikan
menjadi Pengatur (11/¢);

paling rendah Pengatur Muda (II/a) dengan masa Kerja paling sedikit
8 (delapan) Tahun atau Pengatur Muda Tingkat T (II/b) dengan masa kerja
paling sedikit 4 (empat) Tahun atau Pengatur (II/c), yang pangkat/golongan
ruangnya akan disesuaikan menjadi Penata Muda (il1/a);

paling rendah Penata Muda golongan ruang lll/a, yang pangkat/golongan
tuangnys akan disesuaikan menjadi Penata Muda Tingkat 1 (111/b); dan
paling rendah Penata Muda Tingkat | golongan ruang IlI/b, yang

pangkat/golongan ruangnya akan disesuaikan menjadi Penata (III/c).

Pasal 26

(1) PNS yang dinyatakan lulus UKPP! diberikan Surat Tanda Lulus Ujian

Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah (STLUKPPI);

(2) PNS yang dinyatakan tidak lulus UKPPI, dapat mengikuti UKPPI pada tahun

berikutnya.




Pasal 27

(1) UKPPI scbagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dapat diikuti oleh PNS

apabila memenuhi ketentuan:

a,
b.

status PNS;
memiliki Surat lzin Belajar/Surat Keterangan Belajar/Sural Keterangan
Memiliki ljazah dari Walikota;

. memperolch ijazali sesuai dengan tugas jabatannya yang mendukung

pelaksanaan tugas pokok dan tungsi pada SKPD; dan

. setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja PNS dalam 1 (satu) tahun terakhir

sckurang kurangnya bernilai baik.

(2) untuk mengikuti UKPPl sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, PNS
diusulkan oleh pimpinan SKPD kepada Walikota melalui BKD, dilampiri

persyaratan:

a.

fotokopi Keputusan Pengangkatan CPNS, Kenaikan Pangkat Terakhir dan
Penempatan Terakhir dilegalisir;

fotokopi Surat Izin Belajar/Surat Keterangan Belajar/Surat Keterangan
Memiliki Tjazah dilegalisir;

surat keputusan Jabatan Fungsional Umum/Jabatan Fungsional
Tertentu dilegalisir;

fotokopi [jazah /STTB dan Transkip pendidikan terakhir dilegalisir;
uraian tugas sesuai dengan jabatan dan pendidikan yang ditanda tangani
eselon II; dan

fotokopi Penilaian Prestasi Kerju PNS dalam 1 (satu) tahun terakhir
selkurang kurangnya bernilai baik dilegalisir;

(3) Materi UKPPI meliputi :

aw

UKPPI tingkat I

1. pengetahuan umum; dan

2. pengetahuan substantif,

UKPPI tingkat [l

1. pengetahuan perkantoran; dan
2. pengetahuan substantif.

. UUKPPI tingkat III dan IV

1. pengetahuan umurm;
2, pengetahuan substantil;
3. bahasa inggris;
4. karya tulis; dan
5. wawancara.
Pasal 28

UK dikecualikan bagi PNS yang telah selesai menempuh dan lulus tugas

belajar.




BAB VIl
KIENAIKAN PANGKAT PENYESTUJAIAN LJAZAH

Pasal 29

Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah diberikan bagi PNS yang telah

mcmperoleh ljazah dengan jenjang pendidikan lebih tinggi dan dinyatakan lulus

UKD,

Pasal 30

Kenaikan Pangkat Penycsuaian ljazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29,

dapat ditkuti oleh PNS dengan jenjang pendidikan sebagai berikut :

a. jazah/STTB Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau setara, dapat
dipertimbangkan kenaikan pangkat/golongan ruangnya menjadi Juru (I/c),
apabila telah menduduki pangkat/golongan ruang paling rendah Juru Muda
Tingkat I (I/b) dengan masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun;

b. ijazah/STTB Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma | atau setara, dapat
dipertimbangkan kenaikan pangkat/golongan ruangnva menjadi Pengatur
Muda (1I/a), apabila telah menduduki pangkal/golongan ruang paling rendah
Juru (I/c) dengan masa kerja paling singkat 6 (enam) tahun;

c. ijazah/STTB Diploma II atau setara, dapat dipertitnbangkan kenaikan
pangkal/golongan ruangnya menjadi Pengatur Muda Tingkat 1 (11/b), apabila
telah menduduki pangkat/golongan ruang paling rendah Pengatur Muda
(1/a);

d. ijazah/STTB Diploma Il atau setara, dapat dipertimbangkan kenaikan
pangkat/golongan ruangnya menjadi Pengatur (ll/c), apabila telah
menduduki pangkat /golongan ruang paling rendah Pengatur Muda {11/ a);

e. ijazah /STTB S-1, Diploma IV atau setara, dapat dipertimbangkan kenaikan
pangkat/golongan ruanghya menjadi Penata Muda (Il1/a), apabila telah
menduduki pangkat/golongan ruang paling rendah :

1. Pengatur Muda (II/a), masa kerja paling singkat 10 tahun;
2. Pengatur Muda Tingkat 1 (I1/b), masa kerja paling singkat 6 tahun; dan
3. Pengatur (II/c).

f. ijazah/STTB S-2 atau setara, dapalt dipertimbangkan kenaikan
pangkat/golongan ruangnya menjadi Penata Muda Tingkat T (TT1/b), apabila
telah menduduki pangkat/golongan ruang paling rendah Penata Muda (111/a)
dengan masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun; dan

g. ijazah/STIB  8-3 atau setara, dapat dipertimbangkan kenaikan
pangkat/golongan ruangnya menjadi Penata (I11/c), apabila telah menduduki
pangkat/golongan ruang paling rendah Penata Muda (III/b) dengan masa
kerja paling singkat 2 (dua) tahun.

Pasal 31
Kenaikan Pangkat Penyesuaian Tjazah sebagnimana dimaksud dalam Pasal 29,
dapat diikuti oleh PNS dengan ketentuan sebagai berikut :
a. menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau
keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh;




b. memiliki Surat Izin Belajar/Surat Keterangan Belajar/Surat Ketrangan
Mcmiliki [jazah dar Walikota,

¢. setiap unsur penilaian pada SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang
kurangnya bernilai baik; dan

d. lalus UKPPI.

BAB IX
KENATKAN PANGKAT DARI PENATA TINGKAT [ GOLONGAN RUANG Ll /d
KE PEMBINA GOLONGAN RUANG 1V/a

Pasal 30
Kenaikan pangkat dari Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke Pcmbina
golongan ruang 1V/a dapat diberikan kepada :
a. PNS yang mendudulki jabatan fungsional tertentu;
b. PNS yang menduduki jabatan struktural eselon I1l; dan atau
c. PNS yang menduduki jabatan Eselon I1V.a yang memperoleh Iljazah

Strata Dua (S-2).

Pasal 31
Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diberikan kepada
PNS setelah memenuhi persyaralan sesuai ketentuan pecaluran perundang-
undangan dibidang kepegawaian.

BAB X
KETENTUAN T.AIN-LAIN

lPasal 32
Surat Izin Belajar, Surat Keterangan Belgjar, Surat Keterangan Memiliki Tjazah,
Surat Izin Penggunaan Gelar Akademik dan Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan
Pangkat Penyesuaian ljazah yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah selain
Pemerintah Kota Semarang dan/atau yang disamakan, dapat dinyatakan sama
dengan Surat Izin Belgjar, Surat Keterangan Belajar, Surat Keterangan Memiliki
ljazah, Surat Izin Penggunaan Gelar Akademik dan Surat Tanda Lulus Ujian
Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah yang diatur dalam Peraturan Walikota
ini, sepanjang memenuhi persyaratan dan tidak bertentangan dengan
ketentuan yang berlaku.

Pasal 33 ‘
PNS yang ditugaskan untuk mcncmpuh pendidikan oleh Instansi Pemerintah
sclain Demerintah Kota Semarang, isahnya dapat digunakan schbagal
persyaratan kenaikan pangkat, apabila sesuai formasi di Pemerintah Kota
Semarang.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34
Pada saat Pcraturan Walikola ini mulai berlaku Sural lzin Belajar,
Surat Keterangan Belajar, Surat Keterangan Gelar dan Surat Izin Penggunaan
Gelar Akademik, Surat Tanda Lulus UKPP! yang diterbitkan sebelum
berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku.




BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35
(1) Peraturan Walikota Semarang nomor 26 tahun 2009 tentang Pedoman

Pemberian lzin Belajar, Keterangan Penggunaan Gelar, Ketrangan Belajar,
Izin Penggunaan Gelar Alademik, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian
ljazah, Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah dan Kenailkkan Pangkat ke
Pembina Golongan Ruang 1V/a bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2009
Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Pcraturan Walikota Semarang
nomor 36 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang
Nomor 26 Tahun 2009 tentang edoman Pemberian Izin Relajar, Kelerangan
Penggunaan Gelar, Keterangan Belajar, Izin Penggunaan Gelar Akademik,
Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian [jazah, Kenaikan Pangkat Penyesuaian
ljazah dan Kenaikan Pangkat ke Pembina Golongan Ruang IV /a bagi Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemecrintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota
Semarang Tahun 2013 Nomor 36), dicabut dan dinyatlakan tidak berlaku.

(2) Format Surat Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Surat Keterangan Memiliki
ljazah, Surat Izin Penggunaan Gelar Akademik, Surat Rekomendasi, Surat
Permohonan, Surat Pernyataan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Walikota ini.

Pusul 36

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

WALIKQ MARANG

HENDRAR PRIHAD]

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG

ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN NOMOR




LAMPIRAN PERATURAN WALIKQOTA SEMARANG
NOMOR :
TANGGAL

FORMAT/BENTUK SURAT IZIN BELAJAR, SURAT KETERANGAN BELAJAR, SURAT
KETERANGAN MEMILIKI IJAZAH, SURAT IZIN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK,
SURAT PERMOHONAN, SURAT PERNYATAAN, SURAT REKOMENDASI DAN
PETUNJUK PENGISIAN.




PERMOHONAN SURAT IZIN BELAJAR
SEMALATLE, oo eeeeeeeenes

Kepada
Yih. WALIKOTA SEMARANG
melalui ... (Kepala SKT'D)
di -
SEMARANG

Dengan hormat,
Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan, yang bertanda
tangan di bawah ini :

Nearna

NIF

Pangkat/Gol. Ruang
Jabatan?

Unit kerja

Nomor Telp/HP

Mengajukan permohonan Tzin Belajar untuk menempuh pendidikan pada :

Lemnbaga Pendidikan

Jenjang Pendidikan

Fakultas/Jurusan :

Akreditasi® : Nomor :

Semester :

Schagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan ;

1. Surat persetujuan dari BKD bahwa I'endidikan yang dilempub sesusi dengan
Kebutuhan Jenis Jabatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
pada SKFD di Lingkungan Pemermtah Kota Scmarang,

2, Permohonan izin belajar kepada Walikota melalui Kepala SKPD;

3. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan CPNS, PNS, Kenaikan Pangkat terakhir
dan Pcnempatan Terakhir dilegalisir; 2

4. Fotokopi penilaian SKPP dalam 1 (satu} tahun terakhir sekurang kurangnya
bernilai baik dilcgalisir;

0. Surat Rekomendasi dari Kepala SKPD perihal;

a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
b. pendidikan ditempuh diluar jam kerja dan tidak mengganggu keclancaran
pelaksanaan tugas kedinasan;
¢. pendidikan yang dilempubh mendukung peclaksanaan tugas pokok dan fungsi
SKPD.
0. Urainn tugas sesuai dengan pendidikan yang ditempuh ditanda tangani esclon ;
7. Surat pernyataan dari PNS yang bersangkutan perihal;
a. bersedia menangguuy scluruh biaya pendidikan;
b. mengikuti pendidikan di luar jam kerja;
c. tidak akan menuntul kenuikan pangkoetl penyesuaian ijazah;

8. Burat keterangan dilerima sebagai siswa/mahasiswa dari lembaga pendidikan
yvang dikeluarkan oleh pejabat vang berwenang:?

9. Jadwal pelajaran/kuliah dari lembaga pendidikan yang ditandatangani oleh
pejabat yang berwenang; 3

10.8urat keterangan akreditasi lembaga pendidikan vang dikeluarkan oleh pejabat
yang herwenang; 4

11.Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar pendidikan icrakhir dilegalisir,

Demikian untuk menjadi periksa.

Hormat Saya,

(tanda tangun)

Nama Terang




SURAT REKOMENDASI DARI KEPALA SKPD UNTUK IZIN BELAJAR

SURAT REKOMENDASI
Noulol. ;lllllllll“-lilll‘lAAl---\-da-

Berdasarkan permohonan Sdr........... tanggal ... , dengan ini kami sampaikan
bahwa Pegawai Negeri Sipil :

Nama

NIP :
Panglkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit kerjn :

Tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin sedang ataupun berat.
oleh karena itu, kami merekomendasikan yang bersangkutan untuk menempuh
pendidikan pada :

Lembaga Pendidikan

Jenjang Pendidikan :

Fakultas/Jurusan :

Akredilasi® ; Nomor SK Akreditasi :

Program Pendidikan yang akan ditempuh tidak mengganggu jam kcrja, schingga
dapat tetap bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

Dalam memberikan rekomendasi ini, yang menjadi bahan perlimbangan sayva bahwa
pendidikan yang ditempuh Sdr ........ » sesuai dengan Kebutuhan Jenis Jabatan yang
mendukung  pelaksanaan tugas pokok dan fungsi scbagai ............... I} pada
........................... vrrrerenene(Dinas/ Badan/Bagian/Kanlor) di Lingkungan Pemerinlah
Kota Semarang.

Demikian Surat Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

BEIATATIE, (eeeeearrrnreen
Kepala SKPD,

Nama Terang
Pangkat




SURAT PERNYATAAN 1ZIN BELAJAR

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini .

Namsa :
NIP !
Pangkat/Gol, Ruang ;
Jabatan! :
Unit kerja

yang mengajukan permohonan Izin Belajar untuk mengikuti pendidikan pada .
Lembaga Pendidikan

Jenjang Pendidikan

Fakultas/.Jurusan :

Akreditasiv) : Nomor SK Akredilasi :

Scmcster :

menyatakan bahwa saya :

1) bersedia menanggung scluruh biaya pendidikan;
2) mcenempuh pendidikan di luar jam kerja; dan
3) tidak akan mcountut kenaikan pangkal penvesuaian ijuzah;

Demikinn Sural Pernyataan ind dibuat unfok keperlyan pengajuan permohonan Tzin
Belajar.

Pernyataan tersebut saya buat secara sadar dan tidak ada paksaan dari pihak
manapun, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan tersebut tidak benar, saya
bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum.

lormat Kami,

Materal
Rp.6000

Nama Terang




SURAT IZIN BELAJAR
Nomor:

Berdasarkan surat ... Kota Semarang nomor ...... tanggal ... , diberikan
Izin Belajar kepada @

Nama

NIP

Pangkal /Gol. Ruang
Jabatan

Unit Kerja

untuk mengikuti pendidikan pada Program....... , Faltultas ......... , Universitas..........
dengan ketentuan ;

1. Pendidikan diselenpgarakan oleh lembuaga yang telah terakreditasi dan yang
merntyelenggarakan pendidikan sesuai dengan keteninan yang el

2. Kegiatun pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganpgu
kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan serta bukan kelas jauh dan atau
kelas sabtu-minggu;

3. Biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh PNS yang bersangkutan,;

4. Sctelah menyclesaikan pendidikan, PNS yang bersangkutan tdak akan
menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;

5. Izin belajar ini dinyatakan tidak berlaku apabila :

a. Proscs belajar mengajar yang ditempuh oleh yang hersangkutan ternyatn
melanggar ketentuan standar dan norma akademik berdasarkan
peraturan perundang-undangan vang berlaku;

b. Di kemudian hari terbukti ijazah diperoleh melalui cara yang melanggar
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Izin Belajar ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana rmestinya.

Scmarang,

An. WALIKOTA SEMARANG

----------------------------------

...................................

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth :
1. Walikota Semarang (sebagai laporan),
2. Tnspekiur Kotn Semarang,;

N T (Kepala SKPD).




PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BELAJAR

Kcpada
Yth. WALIKOTA SIEMARANG
melalui ... (Kepala 3KFD)
di -
BEMARANG

Dengan hormat,
Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan, yang bertanda
tangan di bawah ini :

Nama

NI

’angkat/Gol. Ruang
Jubatan Y

Unit kerja

Nomor Telp/HP

Mengajukan permohonan Surat Keterangan Belajar sedang menempuh pendidikan
pada:

Lembaga Pendidikan

Jenjung Pendidikan

Fakultas/Jurusan :

Akreditasi 9 : Nomor SK Akreditasi :

Semester :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :

1. Surat persetujuan dari BKD bahwa Pendidikan yang ditempuh pendidikan yang
ditempuh sesuai dengan Kebutuhan Jenis Jabatan vang mendukung pelaksanaan
tugas pokok dan [ungsi pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;

2. Pcrmohonan Surat Keterangan Belajar kepada Walikotu melalui Kepala SKPD;

3. Fotokopi Surat Kcputusan Pengangkatan CPNS, PNS, Kenaikan Pangkal terakhir
dan Penempatan Terakhir dilegalisir; 2

4. Fotokopi penilaian SKI* dalam 1 (satu) tahun terakhir sekurang kurangnya
bernilai baik dilegalisir;

5. Sural Rekomendasi dari Kepala SKPD perihal:

a. tidak scdang menjalani hukuman disiplin;
b, pendidikan ditcmpuh diluar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran
pelaksanaan tugas kedinasan.
¢. Pendidikan yang ditcmpuh sesuai dengan Kebutuhan Jcnis Jabatan yang
mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada SKPD di Lingkungan
Pemerintah Kota Semarang;
6. Uraian tugas sesuai dengan pendidikan yang ditempuh ditanda tangani eselon II;
7. Surat pernyataan dari PNS yang bersanglkutan perihal:
a. bersedia menanggung seluruh biaya pendidikan;
h. mengilmti pendidikan di luar jam kerja;
¢. lidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuainn ijnzah;

8. Surat kcterangan dari lembaga pendidikan bahwa yang hersangkutan aktif
menempuh proses pembelajaran/perkuliahan; 3

9. Jadwal pelajaran/kuliah dari lembaga pendidikan yang ditandatangani oleh
pejabat yang berwenang; 3

10.Surat kctcrangan akreditasi lembaga pendidikan yang dikeluarkan oleh pejabat
yang berwenang; 4

11. Fotokopi Tjazah/Surat Tanda Tawal Belajar pendidikan terakhir dilegalisic.

Demikian untuk menjadi periksa.
Hormat Saya,

(tanda tangan)

Nama Terang




SURAT REKOMENDASI UNTUK KETERANGAN BELAJAR

SURAT REKOMENDASI

Berdasatkan permohonan Sdi.......... tangeal . dengan ini kami sampaikan
baliwa Pecgawai Negeri Sipil :

Nama

NIP

Pangkat/Gol. Ruang

Jabatan 1)

Unit kerja

Tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin sedang ataupun berat.

Yang bersangkutan pada saat diangkat menjadi CPNS sedang menempuh pendidikan
pada :

Lembaga Pendidikan

Jenjang Pendidikan

Fakultas/Jurusan :

Akreditasi ® ; Nomor SK Akreditasi :
Scemester :

Dengan demikian saya merekomendasikan yang bersangkutan untuk memperoleh
Surat Keterangan Belajar.

Program Pendidikan yang dilempuh tidak mengganggu jam kerja, sehingga dapat
tetap bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

Dalam memberikan rekomendasi ini, yang menjadi bahan pertimbangan saya bahwa
pendidikan vang ditcmpuh Sdr ........ . 8csual dengan Kebutuhan Jenls Jabatnn yang
mendukung pelaksanaan  tugas pokok dan fungsi schagai ..., 1 pada
...................................... (Dinas/Badan/Bagian/Kantor) di Lingkungan Pemerintah
Kota Semarang.

Demikian Surat Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bcl]lamllg) IR AN AN N NN RN
Kepala SKPD,

Nama Tetang

Pangkat
N IFI dddsend bk -




SURAT PERNYATAAN KETERANGAN BELAJAR

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Numa

NIP

Pangkat/Gol. Ruang
Jabatan 1

Unit kerja

yang mengajukan permohonan Surat Keterangan Belajar pada :
Lembaga Pendidikan

Jenjang Pendidikan :

Fakultas / Jurusan :

Akreditasi 9 : Nomor SK Akreditasi :

Semester :

menyalakan hahwa saya :

1. hersedia menangegung scluruh hinya pendidikan,
2. mengikuti pendidikan di luar jam kcrja; dan
3. tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk Kkeperluan pengajuan permohonan
Sural Keterangan Belajar.,

Pernyataun tersebut saya bual sccara sadar dan tidak ada paksaan dari pihak
muanapun, apahila di kemudian hari terbukti pernyataan terscbut tidak benar, saya
bersedia mempertanggungjiawabkan secara hukuim.

Hormat Kami,

Materai
Rp.6000

Nama Terang




SURAT KEETERANGAN BELAJAR
Nomor:

Berdasarkan surat ... Kota Scmarang nomor ...... tanggal ... , dengan ini
menerangkan beabhiwe

N

NIP
Pangkat/Gol.Ruang
Jabatan

Unit Kerja

pada saat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipll sedang mengilani pendidikan
pada:

Lembaga Pendidikan
Jenjang Pendidikan :
Fakultas / Jurusan :
Scmester

Surat Keterangan ini diberikan dengan ketentuan :

1. Pendidikan diselenggarakan oleh lembaga yang telah terakreditasi dan yang
menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2, Kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kega dan tidak mocogpaogpu
kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan,

3. Biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh PNS yang bersangkutan;

4. Setelah menyclesaikan pendidikan, PNS yang bersangkutan tidak akan menuntut
kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;

5. Segala hak dan kewajiban yang melekat atas pendidikan yang telah ditempuh,
berlaku pada waktu kenaikan pangkat penyesuaian ijazah yang bersangkutan
telah disahkan oleh pejabat herwenang;

6. Surat keterangan ini dinyatakan tidak berlaku apabila ;

a. Proses belajar mengajar yang ditempuh oleh yang bersangkutan ternyata
melanggar ketentuan standar dan norma akademik berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

b. Di kemudian hari terbukti ijazah diperoleh wmelalui cara yang melanggar
ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Nemikian  Surat Keterangan  ind  diberikan kepada Degawal Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk dipergunakan sebagunimuany mestinya.

Semarang,
An. WALIKOTA SEMARANG

YR R N RN PR NN N YRR YN VYT TY

...................................

TEMBUSAN, disampaikun kepada Yth ;
1. Walikota Scmarang (sebagai laporan);
2. Inspektur Kota Semarang;

3. (Kepala SKPD),




PERMOHONAN SURAT KETERANGAN MEMILIKI IJAZAH
Semarang, .....covern Crrrerrirarerasas i

Kepada
Yth, WALIKOTA SEMARANG
melalui .., (Kepala SKPD)
di -
SEMARANG

Dengan hormat,
Dalam rangka meningkaikan pengelahuan dan ketrampilan, yang bertanda
tnngan di bawnh ini :

Nama

NIP

Pangkat/Gol. Ruang
Jabatan

Unit kerja

Nomor Telp/HP

Mcngajukan permohonan Surat Keternngnn Memiliki [jazah yang diperolel dagi :

Lembaga Pendidikan
Jenjang Pendidikan
Fakultas/Jurusan

Tanggal Mulai Pendidikan
Tanggal Sclesai Pendidikan

Scbagal bahan pertimbangan, bersama ind saya lampirkan ;

1. Surat persetujuan dari BKL) bahwa ljazah yang telah diperoleh sesuai Kebutuhan
Jenis Jabatlan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada SKPD
di Lingkungan Pemerintah Kota Scmarang,

2. Permohonan Surat Keterangan Memiliki Ijazah kepada Walikola melalui
Kepala SKPD;

3. Fotokopi Kepulusan Pengangkatan CPNS, Kenaikan Pangkat Terakhir dan
Penempatan Terakhir dilegalisir; 2)

4, Kotokopi Penilajan I'restasi Kerja PNS dalarn 1 (satu) tahun terakhir sekurang
kurangnya bernilai baik dilegalisir;

5. Surat rekomendasi dari Kepala SKPD perihal:
a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
h. Tjazah yang telah diperoleh dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi SKPD.

6. Uraian tugas sesuai dengan [jazah yang diperoleh ditanda tangani esclon 1T,

7. Burat keterangan akreditasi lembaga pendidikan ynng dikelunrkan oleh pejnbar
yang herwenang,

8. TFotokopi Tazah/STTRH (erakhir dilegalisir; dan

9. Tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

Demikian untuk menjadi periksa.

IlIormat Saya,

{tanda tangan)




SURAT REKOMENDASI KETERANGAN MEMILIKI IJAZAH

SURAT REKOMISNIDAS]

Berdasarkan permohonan 8dr........... tanggal ..ol . dengan ini kami sampaikan
bahwa Pegawai Ncgeri Sipil :

Nama

NIP

Pangkat/Gol. Ruang

Jabatan 1

Unit kerja

Tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin sedang ataupun bcrat.

Yang bersangkutan pada  saat diangkat menjadi CPNS telah menyelesaikan
pendidikan pada :

Lembaga Pendidikan

Jenjang Pendidikan

Fakultas/ Jurusan

Akreditasi 9 : Nomor SK Akreditasi :

Dengan demikian saya merekomendasikan yang bersangkutan untuk memperoleh
Surat Keterangan Memiliki Tjazah.

Dalam memberikan rekomendasi ini, yang menjadi bahan pertimbangan saya bhahwa

ljazah vang telah diperoleh Sdr _.._.... . sesuai dengan Kebutuhan Jenis Jabaian yang
mendukung  pelaksunaan  tugas pokok dan fungsi sebagai ... I pada
...................................... (Dinas/Badan/Bagian/Kantor) di Lingkungan Pemerintah

Kota Semarang.

Dcmikian Surat Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Semarang, ...
Kepala SKPD,

Nama ‘lerang
PPangkat




SURAT PERNYATAAN MEMILIKI IJAZAH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah imi :

Nama

NIP

Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan 1 :
Unit kerja :

yang mengajukan permohonan Surat Keterangan Memiliki [jazah atas gelar yang
diperoleh dari :

Lembaga Pendidikan

Jenjang Pendidikan

Fakultas / Juruzan :

Akreditasi ® : Nomor SK Akredilasi:

Tangpeal sclesai Pendidikan

menyatakan bahwa saya tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk keperluan pengajuan permohonan
Surat Keterangan Memiliki Ijazah.

Pernvataan tersebut saya buat secara sadar dan tidak ada paksaan dari pihak
manapun, apahila di kemudian hart terbuktt permyataan lersebut tidak benar, sayn
bersedin mempertanggungjawabkan secars hukum.,

Hormat Kami,

Materai
Rp.6000

Nama Tcrang




SURAT KETERANGAN MEMILIKI IJAZAH
Nomeor:

Berdasarkan Surat Rekomendasi ........... Kota Semarang Nomor .......... tanggal .......... ,
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama

NIP

Panglkat/Gol, Ruang
Jabetan

ITnit Kerja

pada saat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil telah lulus dan memiliki ijazah dari ;

Lembaga Pendidikan

Jenjang Pendidikan
Fakullas/Jurusan

Gelar Akademik :
Nomor Ijazah :
Tanggal Tjazah :

Surat Keterangan ini diberikan dengan ketentuan :

1. Pendidikan diselenggarakan olch lcmbaga yang telah Llerakreditasi dan vang
menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan yvang berlaku;

2. Tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;

3. Segala hak dan kewajiban yang melckat atas pendidikan yang telah ditempubh,
berlaku pada waklu kenaikan pangkat penyesuaian ijazah yang bersangkutan
telah disahkan oleh pejabal herwenang;

4. Surat keterangan ini dinyatakan tidak berlaku apabila :

a. proses belajar mengajar yang ditcmpuh oleh yang bersangkutan ternvata
melanggar ketentuan standar dan norma akademik berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku,

b. di kemudian hari terbukti ijazah diperoleh melalui carn yang melanggar
ketenluan peraturan perundang undangan vang berlaku,

Demikian  Surat Kelerangan ini diberikan  kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang,

An. WALTKOTA SEMARANG

..................................

...................................

TEMBUSAN, disampaikan kcpada Yth .
1. Walikota Semarang (schagai laporan);
2. Inspektur Kota Semarang;

K JOUUUUTUoN (Kepala SKPD).




PERMOHONAN IZIN PENGGUNAN GELAR AKADEMIK
BCUMM TR, vveerierianrrnnnianianans rrevraay

Kepada
Yth, WALIKOTA SEMARANG
melalui ... (Kepala SKPD)
di -
SEMARANG

Dengan hormat,
Dulam rungka meningkatkan pengetahuan don ketrampilan, vang bertanda
tangan di bawakh i ;

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang
Jabatan 1

Uit kerja

Nomor Telp/HP

Mengajukan permohonan Surat Izin Penggunaan Gelar Akademik atas gelar yang
diperoleh dari :

ILembaga Pendidikan
Jenjang Pendidikan
Fakultas / Jurusan

Scbhagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :

1. Sural persctujuan dari BKD hahwa Pendidikan yang telah ditempuh sesuai
dengan Kebutuhan Jenis Jabatan pada Pemecrintah Kota Semarang;

2. Permohonan Surat Penggunaan Gelar Akademik kepada Walikota melalui Kepala
SKI'D;

3. Surat rekomendasi dari Kepala SKPD dan yang mcencrangkan tidak sedang
menjalani rukuman disipling

4. Uraian tugas sesutai dengan pendidikan yang ditempuh ditanda tangani eselon 11,

5. Sural keterangan akreditnsi lembaga pendidikan yang dikcluarkan oleh pejabal
yang herwenang,

6. Fotokopi Keputusan DPengangkatan CPNS, Kenaikan Pangkat Terakhir dan
Penempatan Terakhir dilegalisir;

7. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja PNS dalam 1 (satu) tahun terakhir sckurang
kurangnya hernilai baik dilegalisir;

8. TFotokopi ljazah/STTR terakhir dilegalisir; dan

9. Tidak akan menuniur kenaikan pangkat penycsualan ljazal.

Demikian untiitk menjadi periksa.

Hormat Saya,

(tanda Langun)

Nama Terang




SURAT REKOMENDASI
Namor :Clllilllllblﬁﬁ --------------

Berdasarkan permohonan Sdr.......... tanggal ............... , tdengan ini kami sampaikan
bahwa Pegawai Negeri Sipil

Nama

NP

Pangkat/Gol. Ruang
Jabatan Y

Unit kcrja

Tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin sedang ataupun berat,

Yang bersangkutan pada saat diangkat menjadi CPNS telah menyelesaikan
pendidikan pada

l.embaga Pendidikan

Jenjang Pendidikan

Fakultas/Jurusan ;
Akreditasi » : Nomor SK Akreditasi :

Dengan demikian saya merekomendasikan yang bersangkutan untuk memperoleh
Surat Izin Penggunaan Gelar Akademik.

Program Pendidikan yang telah ditempuh tidak mengganggu jam kerja, sehingga
dapat tetap bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas kedinasan.,

Dalam memberikan rekomendasi ini, yang menjadi bahan pertimbangan saya bahwa
ljazah yvang telah diperolch Sdr ... , sesuai dengan Kebutuhan Jenis Jahbalan yang
mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai ... ) pada
e erareeee e tann e an e annas (Dinas/Badan/Bagian/Kantor) di Lingkungan Pemerintah
Kota Semarang.

Nemikian Surat Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipcrgunakan seperlunya.

SETTATATIZ, e

Kepala SKPD,

Nama Terang

Panglkat
NIPQ!&GIOI!!!O}QJO




SURAT PERNYATAAN IZIN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

NIP

I'angkat/Gol. Ruang
Jabatan U

Unit kerja

yang mengajukan permohonan Surat Tzin Pengpunaan Gelar Akademik yang diperoleh
dari:

Lembaga Pendidikan

Jenjang Pendidikan

Fakultas / Jurusan :

Akreditasi 9 : Nomar SK Akreditos;

Tanggal sclesai Pendidikan

menyatakan bahwa saya tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk keperluan pengajuan permohonan
Surat Izin Penggunaan Gelar Akademik.

Pernyataan tersebut saya buat secarn sadar den tidak ada paksaan dari pihak
manapun, apabila di kemnudian hari {erbukti pernyataan tersebul tidak benar, saya
hersedin mempertanggungjawabkan sceara hukum.

Hormal Karni,

Materai
Rp.6OOOD

Nama Terang




SURAT IZIN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK
Nomor:

Berdasarkan surat izin belajar / keterangan belajar nomor ....... tanggal ......... \
dengun ini menerangkan bahwa :

Nama :

NIP

I"angkat/Gol. Ruang

Jabatan !

Unit Kerja

tclah menyelesaikan pendidikan pada :

Lembaga Pendidikan
Jenjang Pendidikan
Fakultas/.Jurusan :
Gelar Akadcmik :
Nomor Hjazah :
Tangpal ljazah :

Untuk itu, kepada yang bersangkuian diperkenankan untuk menggunakan gelar
akademiknya dalam ruang lingkup kedinasan sesuai ketentuan yang berlaku.

Surat izin penggunaan gelar akademik ini dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata
di kemudian hari terbukti bahwa proses belajar mengajar dan ijazah dipcroleh melalui
cara-cara yang tidak sesuai dengan norma akademik dan melanggar ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat izin penggunaan gelar akademik ini diberikan kepada Pegawai Negeri
Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang,

An. WALIKOTA SEMARANG

...................................

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth :
1. Walikota Semarang (schagai laporan);
2, Inspektur Kota Scmarang;
. P (Kepala SKPD).




PERMOHONAN TUGAS BELAJAR
SCMATANE, oo, LE L6 14 h b e s eanrnnnnn

Kepada
Yth. WALIKOTA SEMARANG
mclalui ... (Kepala SKPD)
di—
SEMARANG

Dengan hormat,
Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan, yang bertanda
tangan di bawah ini :

Nama

NIP

Pangkat/Gol, Ruung
Jabatan !

Unit kerja

Nomor Telp/HP

Mengajukan permohonan Tugas Belajar pada :

Lembaga Pendidikan

Jenjang Pendidikan

Fakultas / Jurusan

Pcnanggung Biaya 7

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan ;

1, Surat persetujuan dari BKD bahwa Tugas Belajar vang akan ditcmpuh sesuai

dengan Kebutuhan Jenis Jabatan yang mendukung pclaksanaan tugas pokok dan

fungsi pada SKPD di Lingkungan Pemcrintah Kota Semarang;

Permnohonan Tugas Belajar kepada Walikota melalui Kepala SKFPL;

Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan CPNS, PNS, Kenaikan Pangkal terakhir

dan Pecnempatan Terakhir dilegalisir; 2)

4. Fotokopi penilaian SKIPP dalam 1 (sat) tabhwan terakbir sekurung kuringnyn

bernilai baik dilegalisir;

Surat Rekoumendasi dari Kepala SKPD perihal:

a. tidak sedang mcnjalani hukuman disiplin;

b. pendidikan yang ditempuh mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
SKFPD.

Surat Keterangan lulus ujian masuk dari Kepala lembaga pendidikan; 9

. Jadwal kuliah yang ditandatangani oleh Kepala lembaga pendidikan;

Surnt Keternmgnn nkreditasi Program Studi vang dikeluarkan oleh pejabat yang

herwenang; ¥

9. Surat pcrnyataan dari sponsorship bahwa bersedia menanggung seluruh biaya
pendidikan.
Demikian untuk menjadi periksa.

2 W

% N o

Hormat Saya,

(landa tangan)

Nama Terang




SURAT REKOMENDASI TUGAS BELA.JJAR

SURAT REKOMENDASIT
NOIOE S,
Berdasarkan permohonan Sdr,.......... tanggal .o , dengan ini kami sampaikan
hahwa Pegawni Negeri Sipil ;
Nama
NIl

Pangkat/(iol, Ruang

Jabatan Y

Unit kerja

Tidak sedang dijatubi hukuman disiplin sedang ataupun berat.

oleh karena itu, kami merekomendasikan yang bersangkutan untuk melaksanakan
Tugas Belajar pada :

Lembaga Pendidikan !

Jenjang Pendidikan

Fakultas/Jurusan :

Akreditasi 5 : Nomor SK Akreditasi :
Lama Tugas Belajar

Penanggung Biaya 7

Dalam memberikan rekomendasi ini, yang menjadi bahan pertimbangan saya bahwa Tugas

Belajar yang akan ditemmpuh Sdr ... . sesuai dengan Kebutuhan Jenis Jabalan yang
mendukung  pelaksanaan tupas molkok dan fungsl o sebagal n
PRABL . (Dinas/Nadan/Nagian/Kantor) di Lingkungan Pemerintah
Kota Semarang,

Demikian Surat Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Semaraing, ...
Kepala SKPD,

Nama Terang




SURAT FPERNYATAAN TUGAS BELAJAR

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Namsa ;
NI :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan 9

Unil kerja

Lama Tugas Belajar

yang mengajukan permohonan Tugas Belajar pada ;
Lembaga Pendidikan :

Jenjang Pendidikan

Faukullas / Jurusan :

Akrcditasi 9 : Nomor SK Akreditasi :
Penanggung Biaya 7)

mchyatakan bahwa saya :

1,

Selama mengikuti pendidikan, berjanji akan mcnjaga nama baik Pemerintah
Kota Scmarang, sanggup menjalani scluruh kewajibun sertn menaati segala
peraturan, instruksi, tata tertib, serta berscdia menerima sanksi akademis
maupun sanksi kepegawaian apabila tidak mematuhi ketentuan dan peraturan
yang ada;

akan menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;
bersedia membiayai kekurangan dana selama masa kuliah dan tidak menuntut
bantuan dana dari Pemeriniah Kols Semarang;

bersedia mclaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Nelyjor kepada BKD pada
setiap scmester;

hersedia dibebaskan dari jabatannya;

tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;

Segera kembali melapor dan tetap bekerja sebagai pegawai di Peruerintah Kota
Semarang setelah menyelesaikan pendidikan sesuai dengan peraturan yang
bherlaku,

Demikian Surat Pernvataan ini dibual untuk keperluan pengajuan permohonan
Tugas Belajar.

Pernyataan tersebul saya buat secara sadatr dan tidak ada paksaan dari pihak
manapun, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan tersebut tidak benar, saya
bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum.

Hormat Kami,

Materai
Rp.6000

Nama Terang




PETUNJUK PENGISIAN

) v bagi PNS yang menduduki Jabatan I‘ungsional Umum dituliskan sesuai
dengan Keputusan Jabatan Fungsional Umum yang terakhir,
v bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu dituliskan scsuai
dengan Keputusan Jabatan Fungsional Tertentu yang lerakhir.
¥ bagi PNS yang menduduki Jabatan Strukiural ditullskan scsuai dengan
Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Struktural yang terakhir
2) ¥ Bagi PNS yang belum permah nhaik pengkat hanya melampirkan fotokopi
legalisir Keputusan Pengangkatan CPNS dan PNS.
v" Bagi PNS yang sudah pernah naik pangkat melampirkan fotokopi legalisir
Keputusan Pengangkalan CPNS, PNS dan Keputusan Kenaikan Pangkat
terakhir.

v Bagi PNS yang unit kerjanya herbeda dengan yang tertera pada Keputusan
Pengankatan PNS atau Kepulusan Kcnaikan Pangkat terakhir
melampirkan fotokopi Keputusan Penempatan yang terakhir,

3)  Sebutkan nama Jabatan dari Pejabat lembaga pendidikan. Misal @ Heklor

Universitas Negerl Semarang atau Kelua Program Siudi mu Hukum.

4 Sebutkan nama Tembaga Pendidikan dan Pejabat Penanda Tangan Surat

Keterangan Akreditasi Lembaga Pendidikan.

5)  Peringkat Akreditasi yang dituliskan adalah Akreditasi Program Studi

®)  Dagi PNS yang telah sclesui dalam proses pendidikannya diisikan tanggal,
bulan dan luhun selesai pendidikan,

7) Penanggung Jawab/Sponsorship atas biaya tugas belajar.

WALLK ARANG

HENDRAR PRIHADI




